
BUPATI PIJRWORE.IO
PROVINSI JIWA TENGAH

PERATURAI{ BUPATI PURWORE.IO
NOMOR 111 TAHUN z0z1

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KER.I,{ SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPTTEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPA]-I PURWORE"IO,

bahwa untu,k. melaksanakan ketentuan pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten purworejo Nomor 4Tahun 2021 tentang Pembentukan d-an Susunan
Perangkat Drlerah Kabupaten purworejo, perlu
menelapkan P,:raturan Bupati tentang pembentukan,
Kedudukan, S usunan Olganisasi, Tugas dan F\rngsi
serta Tata Ke{a Satuan Pendidikan Non Formal Dini.s
Pendidikan dar. Kebudayaan Kabupaten purworejo.

1. lasal. -18- ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega.ra
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-U.ndang- Nomor 13 Tahun l9S0 tentang
Pembentuka:r Daerah-daerah Kabupaten Dahr;
H"eqTe3rr-Propln$ Jawa Tengah (berita Negara

- Republik Ind,rnesia Tahun lgSO Nomor +2);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara_ Republik Indonesia Nomor 55g7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhii
dengan Undrmg-Undang Nomor ii Tahun 2020
!"1t rtg. Ciptr Kerja (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 24E, Tamtahan

- Lembaran Net3ara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pt:merintah Nomor 18 Tahun 2016

l.rtgg. P_ererngkat Daerah (Lembaran Negara
Bepgblik Inctonesia Tahun 2OL6 Nomor ItC,
Tambahan k:mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah- diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor Z2 Tahun 2}lg
tentang Peru bahan Atas Peraturan pemerintah
Nomor 18 Tahun 2O16 tentang perangkat Daerah
(Lembaran Nel;ara Republik Indonesia Tahun 2OI9
Nomor 187, T,mbahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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Menetapkan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2O16 tentang Alih Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 20:21 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Punrorejo (kmbaran
Daerah Ka f,upaten Purworejo Tahun 2O21 Nomor 4,
Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4).

MIDMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWORF^IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, ya.:rg dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilal
Rakyat Daerah menurut :rsas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik I:edonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yalg memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan y€rng selanjutnya di sebut

DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Purworejo.

6. Kepala Dinas Pendidikan clan Kebudayaan yang selanjutnya di
sebut Kepala DINDIKBUD ardalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Purv'orejo.

7. Satuan Pendidikan Nonforrr:al yang selanjutnya disingkat SPNF,
adalah unsur pelaksana brgas teknis pada DINDIKBUD yalg
melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang di bidang pr-.ndidikan nonformal.
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8. Kepala Pendidikan Non formal yang selanjutnya disebut Kepala
Saruan Pendidikan, adalah kepala unit keda pada DINDIKBUD
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan F\ngsional adal fi sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fung sional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Etagian Kesatu
I)embentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati jni dibentuk SPNF pada DINDIKBUD.

(2) SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT tipe A.

Bagian Kedua
l{edudukan

Pasal 3

(1) SPNF berkedudukan di trawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DINDIKBUD.

(2) SPNF sebagaimana dimaksrud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
yang dijabat oleh Pamon.g Belajar sesuai ketentuan peratura.n
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
T\rgas

Pasal 4

SPNF mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis pe:runjang pada DINDIKBUD di bidang
pendidikan nonformal.

B:gian Keempat
Fungsi

Pasa] 5

Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
SPNF menyelenggarakan fungsi:
a. peiayananpendidikan nonfot'mal;
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b. pelaksanaan hubungan keg'asama dengan orang tua peserta didik
dan masyarkat;

c. pelaksanaan administrasi pada SpNF; dand. pelaksanaan tugas rain yang diberikan oleh Kepara DINDIKBUD
sesuai bidang tugas dan fungii.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

(2) Bagan Organisasi SpNIr .sebagaimana dima-ksud pada ayat (1)tercantum dalam Fr,pi1tr, 
-{q1rg *"*p"k"rr -Gg.", 

tra"tterpisahkan dari peraturzrn eupai inl

Bagian Kesafu
Umum

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SpNF terdiri dari:
a. Kepala ;
b. Urusan Tata Usaha;dzu:
c. Jabatan F\rngsional.

Bagian Kedua
Kepala

Pasa] 7

Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (l) huruf a,mempunyai tugas memimpi: pelaisan"*-t,g"" A; h;g;i ilpN;sebagaimana dimaksud pad; paJJAG p.;ati.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha

pasal g

(') 
X#ff#fi Y"33ftf:'u"o:rdukan 

dibawah dan bertanggung jawab

(2) 
:irffffirH*. sebaga:mana dimaksud pada avat (1) dipimpin

Urusan Tata Usaha mempunyai ugas:a. melaksanakan urusan aainirLis-trasi kurikulum;b. melaksanakan urusan admir istrasi p*""," iiait,
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c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
e. melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
f. melaksanakan urusan administrasi hubungan masyarakat;
g. melalsanakan urusan administrasi persuratan;
h. melaksanakan urusan administrasi pengarsipan;
i. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
j. melaksanakan urusaJr rumah tangga;
k. melalsanalan urusan ata usaha;
l. melaporkanpelaksanaantugas;dan
m. melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagran Keempat
Jirbatan Fungsional

(1) Jabatan -Fungs'!'nal trerkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada Satuan pendidikan Nonformil.

(2) Pejabat 
_ 
F\rngsional s,:bagaimana dimaksud pada avat (flberkedudukan di bawa-h ddh bertanggung 3awaU 5e;;. Efi"uiid

kepada Jabatan Pengawa.s.

(3) Kedudukan Pejabat Fun,3sional sebagaimana dimaksud pada avat(2) ditetapkan dalam peti jabatan UJraa"rrtoo-r."fi;; ile*:i;fungsi unit kerja, anarisis jabatan, dan analrsis beuai- r..-.i"orraKsanaxan sesuar ketetltuan peraturan perundang_undangan. "

(a) Jenis..{anpenjang Jabatal Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat ( I ), diatur sesuai ketr:ntuai peraturan'f,erunda+_;;a;;;;**
(5) Pelnbinaan.jg.h.Sggp.pejabat Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan sesuai kdtentuan perlturan p"ru"aurr?_undangan.

Pasal 10

Pasal l1

BAB IV

TITA KER.IA

,?asa] 12

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai denganJabatan Fungsional masin!-mising uErdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
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Pasal 13

Kepala SPNF, Kepala Urusar Tata Usaha dan Jabatan Fungsional
dalam melaksanakan tugasny:t memperhatikan prinsip manajemen
yang meliputi perencanaa.rl, pengorganisaSian, pelaksanaan,
monitoring, .evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya
masln8-masrng.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala SPNF dan Kepala Urusan Tata
Usaha wajib menerapka-r: prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkup SPNF yang bersangkutan maupun
antar satuan organisasi sestai dengan tugas masing- masing.

(2) Sehubungan dengan penerilpan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasj,sebagaimana Cimaksud ayat (1), penyelehggaraan
tugas SPNF dibawah koordinasi DINDIKBUD.

Pasal 15

(1) Kepala SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab
dalam memimpin, mengkoo::dinasikan dan memberikan-Ulmtiingan
serta petunjuk-petunjuk balf pelaksanaan tugas bawahan masing-
maslng.

(2) Kepala SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunju k dan bertanggung jawab pada atasan
masing-masing serta menyarnpaikan laporan tepat waktu.

(3) Palalq me,nyampaikan laporan sebagaimsn4 dimaksud pada ayat
(2l,, Kepa! SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha dapat
menyampaikan tembusan I aporan kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mem punyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterime; oleh Kepala SPNF dan Kepala Urusan
Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergun-alan dalam
pen3rusunErn laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

I)asal 16

f&pala 9*"a! Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menyampaikan
l?not_*, kepada Kepala SPNIT, dan berdasarkan laporair tersebut
!("pr! grusqn Tata Usaha merlyusun laporan berkala Kepala SPNF
kepada Kepala DINDIKBUD.
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BAB V

KEPEGAWATAN

I,asal 17

Jenjang jabatan dan kepangkalan serta susunan kepegawaian diatur
sesuai ketentuan peraturan penrndang-undangan.
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{gprt" SPNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwen."t;il;
ketentuan peraturan perundang-undanlan.

Pasal 18

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini murai berlaku, peraturan Buoati
Purworejo Nomor 91 Tahu:: 2016 tentang pembentukan, Kedudulian,
Susunan Organisasi, T\rgas dan f^uqgsi serta Tata 'X*:" t"ii
Pelaksana Teknis unit pelarsana TekniJsatuan pendidikar tionrormJPada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga K.dp;i;
furworejo (Berita Daerah Kebupaten purworejo Tahun z-oro rvo-i. siSeri D Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidat berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal L Januair 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganP,eraturan Bupati ini dengem peirempatannya dalam b".i?" O".iJKabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworeio
pada tanggal : -,, Jcr c-,_r,,,--. .-,. i

PURWORE.IO,l

US

Diundangkan di
pada tanggal 24 September 202t
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